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BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLARIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan yang mendesak
untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Bersama Menteri Dalam MNegeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan
Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta
Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020,
sehingga perlu di.:bah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor
41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor
41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kestiga Atas Peraturan Bupati
Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar

Tahun Anggaran 2020;" \g,
o
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Mengingat :

i —

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang -

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Noinor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noror 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Ncmor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
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Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Mengh#dapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian INNasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485),;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Perauiran Pemcrintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Rersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Léembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

gg@’i‘)ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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18.

19,

20

22,

23.

24.

25.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahen Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Inaonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202C Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggarain 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 377);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tamoahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh  Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh Nomozr 102); l
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26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006

| Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh

Besar Nomor 03);

27.Qanun Kabupaten Acech Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambuhan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55);

28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
FHak Keuangan dan Administratif Pimpinan- dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar {Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS -PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2020. -

Fasal 1

Merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
! Tahun  Anggaran 2020 semula berjumlah  Rp.2.053.041.554.558,00
{! bertambah/berkurang sejumlah Rp.00 sehingga menjadi Rp.
| ' 2.053.041.554.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

i a. Semula Rp. 2.053.041.554.558,00
! b. Bcrtambah/ (berkurang) Rp. 276.932.255.994,92
;

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.776.109.298.563,08
} _ 2. Belanja Daerah
@ Semula Rp.2.174.823.189.247,00
3 b, Bertambah/ (berkurang) Rp. 275.932.255.994.92
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.898.890.933.252,08
Surplus/(DCﬁSiU Setelah Perubahan Rp. 00
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3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan

1). Semula Rp. 121.781.634.689,00
1 2). Bertambah/ (berkurang) Rp.  1.000.000.000,00
{ ' Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 122.781.634.689,00
l b.Pengeluaran
1). Semula Rp. 1.000.000.000,00
2). Bertamibah, (berkurang) Rp 00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 122.781.634.689.,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 00
: Pasal 2

" Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

g ; (1) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

! sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar yang merupakan unsur Pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan
bpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Fasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
; Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Ditetapkan di#Kota Jantho
| ‘ s o Ry,
| pada tan gaxlj,G Mei-Z 2n 2020 M
i \‘:ci}\;:\kn 1441 H
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© Diundangkan di Kota Jantho
pacda tanggal § Mei 2020 M
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